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ABSTRAK

DASAR HUKUM

CATATAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di 
Lingkungan Komisi Pemiiihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur 
Standar Operasionai (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka untuk itu Komisi 
Pemiiihan Umum Kota Bekasi menetapkan Prosedur Standar Operasionai 
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); bahwa 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Kota Bekasi tentang 
Prosedur Standar Operasionai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemiiihan Umum Kota Bekasi.

Undang-Undang Repubirk Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berlta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi 
Pemiiihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemiiihan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemiiihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ker)a Komisi Pemiiihan Umum, 
Komisi Pemiiihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemiiihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemiiihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemiiihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemiiihan Umum, Komisi PemHIhan Umum 
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten/Kota; 
Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 134/Kpts/KPUAahun 2016
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemiiihan 
Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 37/HK.04-Kpt/3275/KPU- 

Kot/XI/2020 diatur tentang;

Menetapkan Prosedur Standar Operasionai (SOP) Pengelolaan Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemiiihan Umum 
Kota Bekasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2020 
Lampiran 1 halaman.
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